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SAMBUTAN DEKAN

Penciptaan suasana akademik yang kondusi f  d i  l ingkungan perguruan t inggi

dalam bentuk kegiatan pertukaran gagasan atau pemikiran merupakan

kebutuhan yang niscaya bagi  sebuah inst i tusi  akademik sebagai  bagian dar i

komunitas atau kumpulan orang-orang yang terpelajar.  Kegiatan Seminar

Nasional dan Calt for Papers dengan tema "Teori Hukum: Hukum, Bahasa dan

Moral i tas" (4 -5 Februar i  2015) in i  merupakan salah satu bagian dar i  proses

penciptaan suasana akademik tersebut untuk mewujudkan kebebasan

akademik dalam menyampaikan suatu gagasan atau pemikiran akademis dalam

bidang yang spesi f ik .  Kegiatan in i  sendir i  terasa lebih ist imewa karena juga

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perayaan dies natal is ke-55 Fakultas

Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW).

Kegiatan Seminar Nasional dan Catt for Popers ini diharapkan dapat

ber langsung secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan

pemikiran di  b idang Teor i  Hukum. Setelah beberapa waktu yang la lu FH UKSW

mengadakan Seminar Nasional  dengan tema "Apakah Teor i  Hukum dan Bukan

Teori  Hukum?" dengan pembicara Prof .  Dr,  Peter Mahmud Marzuki ,  S'H' ,  M'S' ,

LL.M dan Prof .  Dr.  B,  Ar ief  s idharta,  s.H. (21 Mei 2014),  maka seminar Nasional

dan Call for popers kal i  ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tersebut, dan

masih akan di ikut i  dengan kegiatan serupa di  waktu yang akan datang apakah

dengan tetap mempertahankan format in i  atau membuat format berbeda

seperti  simposium, konferensi atau kolokium.

Alasan kami memil ih mengembangkan kaj ian di  b idang Teor i  Hukum adalah

karena masih minimnya minat atau ketertar ikan dunia akademis hukum ki ta

dalam memberikan kontr ibusi  nyata pemikiran-pemikiran di  b idang Teor i

Hukum. Hal  in i  dapat dipahami karena gar is demarkasi  antara Teor i  Hukum

dengan Fi lsafat  Hukum masih dirasa kurang ter la lu je las.  Oleh karena i tu ada

kesul i tan teknis dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran di  b idang Teor i

Hukum tersebut.  Hal  in i  berbeda dengan di  negara-negara maju di  mana



kegiatan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran di  b idang Teor i  Hukum
berjalan relati f  pesat. l

Pi l ihan dalam mengembangkan kaj ian di  b idang Teor i  Hukum ini  d i rasakan
sangat pent ing karena rerat i f  'miskinnya'  prakt ik hukum saat in i  baik daram
l ingkup legis lasi  maupun ajudikasi  yang di tandai  dengan kesalahan-kesalahan
teoretis yang cukup fatal. patut dicurigai bahwa kesarahan-kesalahan yang
ter jadi  dalam prakt ik hukum tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya
penguasaan Teor i  Hukum oleh prakt is i  hukum. Dengan didasar i  o leh kesadaran
yang demikian maka FH uKsw mengambi l  posis i  untuk turut  memperbaik i
s i tuasi  tersebut,  yang salah satunya dengan ja lan mengembangkan pemikiran-
pemikiran di  b idang Teor i  Hukum merarui  serangkaian kegiatan akademik
sepert i  seminar,  kur iah umum, cai l  for  papers,  s imposium, korokium atau
bahkan konferensi.

Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada prof. Dr. peter Mahmud
Marzuki ,  s.H' ,  M.s. ,  LL.M (universi tas Airrangga) dan Dr.  Deni  setyo Bagus
Yuherawan, s.H.,  M's.  (universi tas Trunojoyo) yang terah berkenan
menyampaikan keynote address daram seminar Nasionar dan cail for popers
ini. selebihnya, di masa mendatang, segara kekurangan daram penyerenggaraan
kegiatan in i  akan diperbaik i  dan disempurnakan untuk mencapai  tu juannya
yai tu pengembangan suasana akademik yang dirandasi  semangat menjadi
center of excellence.

Salatiga, Februari 2015
Krishna D. Darumurt i ,  S.H.,  M.H

'L ihat misalnya beberapa prosiding berikut in iyang kebeturan dikoleksi  oleh FH UKSW: (1) Luc.J' witgens, ed', Legisprudence: A New Theoreticol Approoch to Legislation, proceedings of theFourth Benelux-scandinavian symposium on Legar Theory, Hart pubrishing, oxford_oregon,2002; (2) Mark van Hoecke, ed., Epistemorogy and Methodorogy of Comparative Low,Proceedings of the conference on Epistemology and Methodology oftomparative Law, denganpenyelenggara Katholieke Universiteit Brussel, Vrije Univerrit"it Brrrr"l & the EuropeanAcademy of Legal Theory, Hart pubrishing, oxford-oregon, 2004; (3) Mark van Hoecke, eo.,Methodorogies of Legat Research: which xina of Method for whot Kind of Disciprine?,Proceedings of the workhop on Methodology of Law and tegai Research at rilburg University,Hart Publishing, Oxford-Oregon, 2011.



PENGANTAR EDITOR PROSIDING

Teori  Hukum:

Hukum, Bahasa dan Moral i tas

Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.

l. Format Kegiatan

Untuk menggalakkan kegiatan akademis dalam rangka pengembangan studi

Teori Hukum dipi l ih format kegiatan Seminar dan Coll for Popers. Kegiatan inr

diharapkan dapat mengundang peminat studi  atau kaj ian Teor i  Hukum dengan

membuka ruang part is ipasi  yang sebesar-besarnnya atas kesempatan untuk

membagikan pemikiran supaya dapat diakses oleh khalayak luas.

Kegiatan in i  d i rancang supaya dapat berkelanjutan dengan tema-tema spesi f ik

tetapi  tetap di  bawah rubr ik umum Teor i  Hukum di  masa mendatang. Hal  in i

d idorong oleh kesadaran bahwa Teor i  Hukum adalah bidang kaj ian dalam l lmu

Hukum yang pengembangannya dipandang masih kurang memadai.  Padahal

kebutuhan atas kajian Teori Hukum ini dirasa sangat penting.

l lmu Hukum (Jurisprudence\ meliputi t iga bidang (branch) kaj ian yaitu:

Doctrinal Study of Low (Dogmatika Hukum), Legal Theory (Teori Hukum) dan

Philosophy of Law (Filsafat Hukum). Teori Hukum memil iki dua fungsi. Pertama,

memberikan landasan teoret is dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Kedua, mengemukakan metode yang tepat dalam penerapan hukum. Sesuai

dengan fungsinya tersebut maka pengembangan kajian Teori Hukum pada

inst i tusi  akademis per lu digiatkan. Hal  i tu melatar belakangi  d iadakannya

Seminar dan Call for Papers ini sebagai upaya untuk mendorong
pengembangan kaj ian Teor i  Hukum di  Indonesia.

l l .  Tema yang Dipi l ih

Tema seminar in i  adalah "Hukum, Bahasa dan Moral i tas."  Tema ini  bertolak
dari kesadaran bahwa bahasa dan morali tas merupakan ' ingredients' utama



dalam hukum. Oleh karena i tu mustahi l  hukum dapat eksis dan beroperasi
secara legitimate tanpa keduanya.

Berteori tentang hubungan antara hukum, bahasa dan morali tas dengan
demikian adalah isu sangat pent ing.  lsu in i  sangat strategis maknanya dalam
kerangka untuk menanggapi pandangan peyoratif  tentang aspek ontologis
hukum sepert i  d ipropagandakan secara dominan oleh pandangan posi t iv isme
yang mengambi l  posis i  bebas ni la i terhadap hukum.l

Mark van Hoecke menul is sebuah monograf di  b idang Teor i  Hukum yang
berusaha menjelaskan hukum secara konseptual  melalui  pendekatan
komunikasi (communicationar approach to law). Kerangka pikir yang digunakan
Hoecke adalah " Humon action implies interpersonal relations ond, thus,
communicotion. As o consequence, if law offers o framework for humon oction,
it also offers a fromework for human communication.,,2

selain segi faktual tersebut Hoecke juga berpandangan bahwa segi internal
hukum sendir i  pada hakikatnya juga didasarkan pada komunikasi ,  yai tu:
"communication between legislators and citizens, between courts and litigonts,
between the legislotor and the iudiciaryt communication between contracting
parties, communication within a triol."3 Komunikasi pada akhirnya menjadi
dasar legit imasi hukum dengan tuntutannya berupa ,,a rationol dialogue
amongst lawyers as the ultimate safeguard for a ,correct, interpretotion ond
adjudication of the law."4

sesuai kerartgka pikir di atas, bahasa sangat penting fungsinya bagi hukum
karena hukum menuntut  atau menghendaki  supaya dapat dikomunikasikan.
Preskr ipsi  hukum harus dapat dinyatakan dengan benar melalui  perantaraan
bahasa'  Kebenaran yang dimaksudkan di  s in i  t idak hanya bermakna formal

'Lihat misalnya: Hans Kelsen, The Pure Theory of Low, University of California press, Berkeley,
1957; H.L'A' Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals," Horvord Law Review, vol.
71, tg'g, h. 593-529.

2 
Marck van Hoecke, Law os communicotion, Hartpubrishing, oxford, zoo2, h.7.

' tb id.

o 
tb id.

vi i i



yai tu preskr ipsi  hukum dapat dimengert i  maknanya lewat bahasa yang

digunakan. Kebenaran di  s in i  juga bermakna substant i f  bahwa preskr ipsi  yang

disampaikan melalui  bahasa juga mengandung moral i tas.  Melalui  bahasa pula,

preskr ipsi  hukum dapat dikomunikasikan untuk di tangkap maknanya secara

benar. Hoecke mengakui bahwa "language is not only an essential tool for any

human communication (including low), but thot the very use of languoge for
communicational purposes presupposes, by definition, the acceptance of some

(communicative) rationality and underlying claims and rules, such os

propositionol truth, personol sincerity ond normative rightness."s

Oleh karena i tu,  dalam si tuasi  komunikasi  yang ideal ,  hubungan antara hukum,

bahasa dan moral i tas sejat inya sangat erat .

l l l .  Tujuan Kegiatan

Seminar in i  adalah bagian dar i  kegiatan akademis yang sangat strategis

maknanya guna pengembangan kaj ian Teor i  Hukum sebagai  salah satu bidang

kaj ian dar i  l lmu Hukum. Sesuai  dengan i tu maka tujuan dar i  seminar in i  adalah:

Melakukan pengayaan terhadap produk-produk pemikiran hukum

dalam rangka pengembangan l lmu Hukum secara umum dan Teor i

Hukum secara khusus.

Mengembangkan pemikiran tentang hukum yang non-posi t iv is dengan

bertumpu pada pent ingnya fungsi  bahasa dan moral i tas dalam
preskr ipsi  hukum.

3. Mengembangkan pemikiran tentang hubungan antara hukum, bahasa

dan moral i tas di  ranah legis lasi  dan ajudikasi .

lV. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang l ingkup pembahasan dar i  tema "Hukum, Bahasa dan Moral i tas" dalam

ranah kaj ian Teor i  Hukum mel iput i  teor i  umum mengenai hubungan ket iga

proposis i  tersebut,  teor i  mengenai legis lasi  dan teor i  mengenai ajudikasi .

Substansi  yang dipi l ih tersebut sejalan dengan konsep Teor i  Hukum yang

dikemukakan Ronald Dworkin (a generol Theory of Law\. Menurut Dworkin: 'A

generol theory of law must be normotive as well os conceptuol. lts normative

t  rb id. ,  h.  9.

L,

2.

IX



part must treat o variety of topics indicoted by the fottowing catalogue. tt must
have o theory of legislation, of odjudicotion, ond of comptiance; these three
theories look at the normative questions of law from the stondpoints of o
lawmaker, a judge and an ordinary citizen.,,6

Lebih lanjut, menjelaskan tentang ruang l ingkup theory of tegistation, Dworkin
menyatakan: "The theory of legislation must contoin a theory of legitimocy,
which describes the circumstonces under which o particulor person or group is
entitled to moke law, and a theory of tegislotive justice, which describes the low
they ore entit led or obliged to make."7 sementara menjelaskan tentang ruang
lingkup theory of adjudicotion, Dworkin menyatakan: ,,The theory of
adiudication must also be complex: it must contoin a theory of controversy,
which sets out standords thot judges should uses to decide hard coses at law,
and o theory of iurisdiction, which explains why ond when judges, rather than
other groups or institutions, should make the decisions required by the theory
of controversy."s

Stondpoint dari Teori Hukum Dworkin adalah normativis, sebagai antitesis
standpoint posit ivis. Di sini lah masalah seriusnya. Di lndonesia, secara latah
ist i lah normat i f  d isamakan begi tu saja dengan posi t iv is;  padahal  kedua ist i lah
tersebut mewakil i  konsep standpoint yang sangat berbeda. Normativis
mewakil i  stondpoint yang berorientasi ni lai (value-oriented), sementara
posit ivis mewakil i  standpoint yang berorientasi bebas ni lai (volue freel.

Teor i  Hukum yang beror ientasi  bebas ni la i  adalah Teor i  Hukum yang berangkat
dari stondpoint posit ivis yang digambarkan oleh Andrei Marmor sebagai
berikut: "legal positivism is best understood as a descriptive, morally neutrol,
theory about the nature of law, along the lines suggested by H.L.A. Hart. By
'descriptive' I mean that such on occount does not purport to justify or
legitimize any ospect of its subject motter. By 'morally neutrol,, I mean that the
theory need not toke o stonce on any particulor moral or political issues, nor is

5 
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard University press, Cambridge-Massachusetts,

1978, h.  v i i -v i i i .

t  
rb id. ,  h.  v i i i .

' tb id.



it committed to any moral or politicol evaluotions."s Ditegaskan oleh Kelsen,
implikasi dari stondpoint posit ivis adalah: "Any content whatsoever can be
legol."ro

Sementara standpoint normativis menggunakan cara pandang yang
berkebalikan dengan positivis, yaitu: "the reolm of judgments thot reflect morol
evaluations, or evaluations like morol judgments."11 Dengan demikian, ke
depannya nanti,  penggunaan ist i lah normatif  t idak disamaratakan dengan
standpoint posit ivis yang orientasinya bebas ni lai (deskript i f).  Pi l ihan tema
dalam kegiatan Seminar dan Call for Papers ini secara spesif ik menunjukkan
bahwa kegiatan olah pik i r  d i  b idang Teor i  Hukum ini  d i lakukan dengan
menggunakan standpoint normativis, art inya berbicara tentang Teori Hukum
yang normatif ,  bukan yang deskript i f  (stondpoint posit ivis).

Sesuai dengan tema, ruang l ingkup pembahasan dalam Coll for Papers dapat
di jabarkan sebagai  ber ikut :

1. Kerangka Teoretis mengenai Hubungan antara Hukum, Bahasa dan

Morali tas

Fokus dar i  pembahasan atas isu in i  adalah untuk mengembangkan berbagai
pemikiran teoret is tentang hubungan antara hukum, bahasa dan moral i tas.

Arah dar i  pembahasan in i  adalah untuk memberikan pemahaman atau
penjelasan yang memadai tentang hubungan ket iga konsep tersebut dalam

kerangka studi atau kajian Teori Hukum.

2. lsu tentang Hukum, Bahasa dan Morali tas dalam Legislasi

Fokus dar i  pembahasan atas isu in i  adalah mendiskusikan pemikiran teoret is

tentang hubungan antara hukum, bahasa dan moral i tas ke dalam proses /ow-

making yaitu yang menghasilkan legislasi. Hubungan fungsional antara bahasa

dan morali tas dengan legislasi sangat erat karena tuntutan bahwa legislasi

'  Andrei Marmor, Low in the Age of Plurahsm, Oxford University Press, Oxford , 2007 , h. 125.

to Edgar Bodenheimer, Jurisprudence: The Phitosophy ond Method of the Law, Harvard
University Press, Cambridge-Massachusetts, 1970, h. 176-177.

t t  Andrei  Marmor, Op.ci t . ,  h.  126.



harus dapat di laksanakan. Hal  dapat di laksanakannya legis lasi  bertumpu pada
dua faktor yaitu preskripsinya dapat dimengerti '  dan preskripsinya t idak
bertentangan dengan morali tas.

3. lsu tentang Hukum, Bahasa dan Morali tas dalam Ajudikasi

Fokus dar i  pembahasan atas isu in i  adalah mendiskusikan pemikiran teoret is
tentang hubungan antara hukum, bahasa dan morar i tas ke daram proses
ajudikasi, terutama menyangkut isu legat reosoning dan interpretasi yuridis.
Hubungan antara bahasa dan moral i tas dengan ajudikasi  hendaknya tercermin
dalam praksis legal reasoning dan interpretasi yuridis tersebut.

Buku Prosiding ini memuat 1 (satu) makalah keynote oddressyang disampaikan
oleh Dr. Deni setyo Bagus yuherawan, s.H., M.s serta g (delapan) makalah dari
peserta pemakalah dari cal l for Popers. Karena kendala teknis, keynote address
yang disampaikan oleh Prof .  Dr.  Peter Mahmud Marzuki ,  S.H.,  M.S. t idak dapat
dimuat dalam buku prosiding karena masih dalam bentuk presentasi  power
points.

Makalah dar i  peserta pemakalah dik lasi f ikasikan sesuai  dengan ket iga sub-
tema di  atas dengan r incian sebagai  ber ikut :

l. Kerangka Teoretis Hubungan Hukum, Bahasa dan Moralitas

1. Ref leksi  rerhadap Hukum Modern dalam Memproyeksikan Hukum
yang Berparadigma Kerakyatan oreh Dr. c. Maya Indah s., s.H., M.Hum

2. Relasi  Sinergi  r lmu Hukum dan r lmu Bahasa serta Morar i tas bagi
Terwujudnya Teor i  Hukum yang Menghasirkan Hukum yang Bi jaksana
oleh Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H

ll. Hukum, Bahasa dan Moralitas dalam Legislasi

1.. Pengaturan Keberatan Atas putusan Badan penyelesaian sengketa
Konsumen (BPSK) Melalui  Cara Penyelesaian Arbi t rase oleh Dr.  Ar i
Purwadi, S.H., M.Hum

2. Undang-Undang pemberantasan Tindak pidana Korupsi :  Bahasa dan
Pesan Moral oleh Basri,  S.H., M.Hum

xi i



3. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Integrasi Budaya Lokal dan
Agama lslam oleh Bakhtiar Mahmud, S.H., M.H

ll l .  Hukum, Bahasa dan Morali tas dalam Ajudikasi

1, Membangun Karakter Hakim yang Bermoral progresif oleh Dr.
Sukresno, S.H., M.Hum

2, Budaya Hukum Hakim dalam Pembentukan Hukum yang
Membahagiakan Rakyat oleh Subarkah, S.H.,  M.Hum

3. Penegakan Hukum Pidana Nasional  Berwawasan Hukum Progresi f

oleh lskandar Wibawa, S.H., M.H

Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya semoga penerbitan buku
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Teori Hukum: Hukum, Bahasa
dan Moral i tas" in i  dapat bermanfaat.

xi i i
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4

PENGATURAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN
PENYELESATAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELALUI

CARA PENYELESAIAN ARBITRASE

Dr. Ari  Purwadi,  S.H., M.Hum.l

Abstrak

BPSK merupakan badan administrasi  yang melakukan tugas
penyelesaian sengketa konsumen di  luar pengadi lan.  Penyelesaian

sengketa konsumen in i  sebenarnya memil ik i  karakter sebagai

penyelesaian sengketa al ternat i f .  Oleh karena i tu,  penyelesaian

sengketa konsumen melalui  BPSK dengan cara penyelesaian

arbi t rase tunduk pada ketentuan arbi t rase dan penyelesaian

sengketa al ternat i f .  Kalau memang diposis ikan BPSK merupakan

badan administrasi ,  sehingga bagi  para pihak yang t idak puas bisa

mengajukan keberatan. Namun, ist i lah keberatan in i  merupakan

upaya hukum dalam bidang hukum administrasi  karena adanya

t indakan administrasi  o leh badan administrasi .  Sedangkan dalam

penyelesaian sengketa konsumen merupakan sengketa perdata

yang masih dimungkinkan adanya perdamaian di  antara para pihak,

bukan sengketa administrasi .

t  Dosen Fakul tas Hukum, Universi tas Wi jaya Kusuma, Surabaya.
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Pendahuluan

Ada perbedaan pengertian 2 ist i lah bahasa Inggris antara conft ict dan dispute,
meskipun keduanya mengandung pengert ian tentang adanya perbedaan
kepent ingan di  antara kedua berah pihak atau rebih.  sebuah t  oni t i t  ; . r ; ; . ;u"
suatu s i tuasi  d i  mana 2 pihak atau rebih dihadapkan pada perbedaan
kepent ingan, yang t idak akan berkembang menjadi  suatu sengketa apabira
pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan t idak puas atau
kepr ihat inannya. Jadi  sengketa i tu merupakan kelanjutan dar i  konf l ik .  Art inya
konf l ik  akan berubah menjadi  sengketa bi la t idak dapat terselesaikan atau para
pihak t idak dapat mencapai  kesepakatan mengenai sorusi  penyeresaian
masalahnya. '  undang-undang Nomor g Tahun 1999 tentang perr indungan
Konsumen (uupK) t idak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan
sengketa konsumen. Def in is i  "sengketa konsumen,,  d i jumpai pada
Kepmenperindag Nomor: 350/Mpp/K ep/1.2/2001., yang dimaksud dengan
sengketa konsumen adalah: "sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen
yang menutut  gant i  rugi  atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderi ta
kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa., ,

UUPK mengatur penyelesaian sengketa bersi fat  ganda dan al ternat i f .
Pengert ian bersi fat  ganda di  s in i  iarah penyeresaian sengketa dengan berbagai
s istem, yakni :

- Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan ( in court resolution) (pasal 45
dan 48 UUpK);

- Penyelesaian sengketa perdata di ruar pengadiran @ut of court
resolution atau disebut juga olternotive dispute resolution) (pasal 45, 46,
dan 47 UUPK);

- Penyelesaian perkara secara pidana (criminor court resorution) (pasar 59, 61,
62, dan 63 UUpK);

'  Rachmadi Usman, Pi l ihan Penyelesaian Di Luar Pengodi lon,  Ci t ra Adi tya Bakt i ,  Bandun g,2ooa,h.  1.

.1.
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- Penyelesaian perkara secara administrati f  (administrative court resolution\

(Pasal  60 UUPK).3

UUPK memberikan al ternat i f  penyelesaian sengketa/persel is ihan melalui  badan

di  luar s istem peradi lan yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK),  selain melalui  Pengadi lan Neger i  yang daerah hukumnya mel iput i

tempat kedudukan konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui  BPSK pada pr insipnya diserahkan

kepada pi l ihan para pihak antara konsumen dan pelaku usaha yang

bersangkutan apakah akan diselesaikan melalui  mediasi ,  arbi t rase atau

konsi l iasi .  Setelah konsumen dan pelaku usaha mencapai  kesepakatan untuk

memil ih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dar i  t iga cara yang

ada di  BPSK, maka Majel is BPSK waj ib menangani dan menyelesaikan sengketa

konsumen menurut pi l ihan yang telah dipi l ih dan para pihak waj ib

mengikut inya.

Berdasarkan Pasal  54 ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa putusan BPSK

merupakan putusan yang f inal  dan mengikat para pihak sehingga para pihak

harus dengan i t ikad baik menjalankan hal  yang sudah disepakat i .  Agar putusan

tersebut dapat menjadi  putusan yang bersi fat  eksekutor ia l ,  terhadap putusan

tersebut dapat dimintakan eksekusi  ke pengadi lan neger i .  Penjelasan Pasal  54

ayat (3) UUPK menyatakan bahwa yang dimaksud putusan majel is bersi fat  f inal

adalah bahwa dalam BPSK t idak ada upaya banding dan kasasi .  Namun di

dalam Pasal  56 ayat (2) UUPK menyatakan para pihak tenyata dapat

mengajukan keberatan kepada pengadi lan neger i  dan berdasarkan Pasal  5B

ayat (2) UUPK terhadap putusan pengadi lan neger i  dapat diajukan kasasi  ke

Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK (PERMA No. 1 Tahun 2006)

disebutkan bahwa pada hakikatnya t idak dapat dibenarkan mengajukan

keberatan terhadap putusan BPSK, kecual i  yang memenuhi persyaratan. Pasal

2 PERMA ini  menegaskan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap

putusan arbi t rase BPSK.

'N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Panta Rei,  Bogor,  2005, h. 204
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Permasalahan yang diajukan adalah apakah pengaturan keberatan atas
putusan baban penyelesaian sengketa konsumen (BpsK) melalui  cara
penyelesaian arbi t rase t idak bertentangan dengan pr insip_pr insip
penyelesesaian sengketa di  luar pengadi lan?

Pembahasan

Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional  melalui  s istem
lit igasi (ordinary court), maka dikenal pula model penyeselesaian sengketa baru
yang disebut alternative dispute resorution (ADR) di antaranya negosiasi,
mediasi ,  dan arbi t rase.apengert ian arbi t rase menurut subekt i  adalah:
"penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim
yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau
mentaat i  keputusan yang diber ikan oleh hakim atau para hakim yang mereka
pi l ih atau tunjuk tersebut."s penggunaan kata hakim memang kurang tepat
karena seolah-olah t idak ada perbedaan hakim di  pengadi lan dan arbi t rase.
lst i lah yang tepat adalah arbi ter  yang memang berfungsi  sebagai  hakim.

Pr iyatna Abdurrayid memberikan pengert ian arbi t rase sebagai  ber ikut :

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif  penyetesaian sengketa yang
merupakan bentuk t indakan hukum yang diakui  o leh undang_undang di  mana
satu pihak atau rebih menyerahkan sengketanya, ket idaksepahamannya,
ket idaksepakatannya dengan salah satu pihak la in atau lebih kepada satu orang
(arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter Majel is) ahl i  yang profesional, akan
bertindak sebagai hakim/peradiran swasta yang akan menerapkan tata cara
hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian
yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai kepada
putusan yang f inal  dan mengikat.6

Menurut Pasal  r .  ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbi t rase dan Al ternat i f  penyelesaian sengketa (uu ADR), yang dimaksud

'suyud Margono, ADR (Atternot i f  Dispute Resotut ion) & Arbi trase, Ghal ia Indonesia, Jakarta,2011, h. 13.

t Subekti, Arbitrose perdogongan, Bina Cipta, Bandung, Ig7g, h. t.
6 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif penyelesoion Sengketo (Suotu pengontor),
Fikahat i  Aneska dan Badan Arbi trase Nasionar Indonesia, iakarta, zooi,  n.  sa-sz.
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dengan arbi t rase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di  luar

peradi lan umum yang didasarkan pada per janj ian arbi t rase yang dibuat secara

tertul is oleh para pihak yang bersengketa.  Syarat  dar i  arbi t rase adalah para

pihak dapat menyetujui  suatu sengketa yang ter jadi  atau yang akan ter jadt

antara mereka untuk diselesaikan melalui  arbi t rase. Dalam hal  para pihak

memil ih penyelesaian sengketa melalui  arbi t rase setelah sengketa ter jadi ,

persetujuan mengenai hal  tersebut harus dibuat dalam suatu per janj ian ter tu l is

yang di tandatangani  o leh para pihak. Adanya suatu per janj ian arbi t rase tertul is

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau

beda pendapat yang termasuk dalam per janj ian ke Pengadi lan Neger i .Putusan

arbi t rase bersi fat  f inal  dan mempunyai  kekuatan hukum tetap dan mengikat

para pihak.

Per janj ian arbi t rase dapat dibuat sebelum atau sesudah t imbul sengketa para

pihak, maka ada 2 bentuk k lausula arbi t rase, yai tu k lausula arbi t rase yang

berbentuk pactum de compromittendo dan klausula yang berbentuk ocfo

compromise.

Bentuk klausula poctum de compromittendo dibuat oleh para pihak sebelum

ter jadi  sengketa secara nyata.  Para pihak sebelumnya telah menyepakat i

bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin ter jadi  d i  kemudian har i  kepada

lembaga arbi t rase atau arbi t rase od hoc. Klausula arbi t rase sepert i  in i  dapat

dimuat dalam per janj ian pokok atau dalam suatu per janj ian tersendir i  sebagai
1

perJanJran asesor.

Adapun bentuk k lausula arbi t rase octo compromise dibuat setelah ter jadinya

sengketa sehubungandengan pelaksanaan per janj ian pokok. Pada per janj ian

pokok belum dicantumkan klausula oleh para pihak, baru kemudian setelah

sengketa ter jadi ,  maka para pihak bersepakat untuk memil ih penyelesaian

sengketa melalui  arbi t rase. Oleh karena i tu,  d ibuat lah per janj ian baru tersendir i

dan terpisah dar i  per janj ian pokok yang ber is i  penyerahan penyelesaian

sengketa kepada lembaga arbi t rase atau arbi t rase ad hoc.8

TRachmadi 
Usman, Op. c i t . ,  h.  73.

t tb id. ,  h.  74.
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Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat, sehingga pelaksanaan
per janj ian arbi t rase t idak kepada sesuatu kejadian tertentu di  kemudian har i .
Per janj ian arbi t rase t idakrah mempermasarahkan peraksanaan per janj ian,
melainkan hanya memasarahkan cara dan rembaga yang berwenang
menyelesaikan sengketa yang ter jadi  d i  antara para pihak. Dengan demikian,
fokus perjanjian arbitrase hanya kepada masalah penyelesaian sengketa yang
t imbul dar i  suatu per janj ian.  para pihak dapat menentukan kesepakatan,
bahwa penyelesaian sengketa t idak diajukan kepada badan pengadiran negara,
tetapi  akan diselesaikan suatu badan yang bersi fat  netral  yang bert indak
sebagai wasit atau badan/lembaga arbitrase.s

Kompetensi  absolut  arbi t rase untuk menyelesaikan suatu sengketa bergantung
pada per janj ian arbi t rase yang dibuat oleh para pihak. Kompetensi  absolut
arbi t rase dapat dipahami pula dengan dimensi  kebebasan berkontrak,  ar t inya
para pihak bebas memil ih untuk menggunakan forum arbi t rase untuk set iap
sengketa dihadapinya. Dengan demikian, k lausula arbi t rase semest inya ber laku
asas pacto sunt servanda. Apabila dihubungkan dengan asas pacta sunt
servondo, maka salah satu pihak t idak dapat membatalkan per janj ian arbi t rase
secara sepihak. oleh karena i tu,  gugurnya kompetensi  absolut  arbi t rase hanya
dibenarkan apabi la para pihak sepakat dan setuju untuk menarik kembdl i
secara tegas perjanjian arbitrase.l0

Menurut Pr iyatna Abdurrasyid,  arbi t rase memil ik i  kelebihan dan kemudahan di
antaranya adalah:

L.  Para pihak yang bersengketa dapat memir ih arbi ternya sendir i ;
2.  Proses majel is arbi t rase rahasia dan oleh karena i tu dapat menjamin

kerahasiaan dan publ is i tas yang t idak dikehendaki ;
3.  Putusan arbi t rase bersi fat  f inal  dan mengikat para pihak yang

bersengketa;

4.  Tata cara arbi t rasecepat,  t idak mahal,  serta jauh lebih rendah dar i
b iaya-biaya yang harus dikeruarkan daram proses pengadiran; dan

- M. Yahya Harahap, Arbitrase, pustaka Kartini, Jakarta, 2004, h. 95.
toBambang 

sut iyoso, "Akibat Pemil ihan Forum Dalam Kontrak yang Memuat KlausulaArbitrase", Mimbor Hukum, Vol. 24,No. 1, Februa ri 2012, h. 17t_I72.
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5.  Tata cara arbi t rase lebih informal dar i  tata cara pengadi lan dan oleh
karena i tu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara
penyelesaian kekeluargaan dan damai (amicoble\ .LL

Penjelasan Umum UU ADR menyatakan bahwa pada umumnya lembaga
arbi t rase mempunyai  kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradi lan.

Kelebihan tersebutantara la in:  a.  d i jamin kerahasiaan sengketa para pihak; b.
dapat dihindar i  kelambatan yang diakibatkan karena hal  prosedural  dan
administrat i f ;  c.  para pihak dapat memil ih arbi ter  yang menurut keyakinannya
mempunyai  pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup
mengenai masalah yang disengketakan, ju jur  dan adi l ;  d.  para pihak dapat
menentukan pi l ihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan
tempat penyelenggaraan arbi t rase; dane. putusan arbi ter  merupakan putusan

yang mengikat para pihak dan dengan melalui  tata cara (prosedur)  sederhana

saja ataupun langsung dapat di laksanakan.

Dengan demikian, karakter ist ik arbi t rase merupakan suatu bentuk peradi lan

yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta i t ikad baik dar i
p ihak-pihak yang bersel is ih agar persel is ihan mereka tersebut disehsaikan oleh

hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendir i ,  dengan pengert ian bahwa
putusan yang diambi l  o leh hakim tersebut merupakan putusan yang bersi fat

f inal  (putusan pada t ingkat terakhir)  dan yang mengikat kedua belah pihak

untuk melaksanakannya.12

Arbi t rase pada dasarnya melaksanakan tugas pokok pengadi lan yang di lakukan

oleh pihak-pihak di  luar badan pengadi lan negara yang didasarkan pada adanya

suatu per janj ian di  antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa di  antara

mereka. Pengert ian yang demikian i tu mengedepankan beberapa hal :

Pertomo, arbi t rase melaksanakan tugas pokok untuk menerima, memeriksa,

dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Namun, t idak semua

sengketa dapat diajukan ke arbi t rase. UU ADR hanya menyebut 2 (dua)

sengketa yang dapat diselesaikan melalui  arbi t rase, yai tu sengketa di  b idang

"  Pr iyatna Abdurrasyid,  op.  c i t . ,h.63.

l2Hartarto 
Mokoginta,  "Penyelesaian Sengketa Perdata di  Luar Pengadi lan melalui  Arbi t rase"

Lex Pr ivotum, Vol . l ,  No.1,  Januar i -Maret2013, h.  47.
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perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan sepenuhnya dikuasai  o leh pihak yang bersengketa dan
yang dapat diperdamaikan.

Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dinyatakan, bahwa semua peradi lan di  seluruh wi layah negara
Republ ik lndonesia adalah peradi lan negara dan di tetapkan dengan undang-
undang. Ketentuan in i  t idak menutup kemungkinan penyelesaian perkara
di lakukan di  luar peradi lan negara melalui  perdamaian atau arbi t rase. Jadi
arbi t rase berada di  luar peradi lan negara,  sehingga t idak diragukan lagi  untuk
penggunaan penyelesaian sengketa melalui  cara arbi t rase.

Ket iga,  penggunaan penyelesaian sengketa melalui  cara arbi t rase hanya bisa
di lakukan kalau ada per janj ian para pihak untuk memil ih penyelesaian
sengketa dengan menggunakan cara arbi t rase.

Apabi la di te lusur i  dengan mengkaj i  lebih lanjut  tentang karaktr ist ik sengketa
konsumen ( ionsumer disputes) dapat di ident i f ikasi  sebagai  ber ikut :  pertomo,

sengketa konsumen t imbul karena t idak adanya keseimbangan kedudukan
antara pelaku usaha dan konsumen. Adanya ket idakseimbangan kedudukan in i
yang ser ingkal i  menyul i tkan konsumen dalam ber juang untuk menyelesaikan
sengketanya, meskipun telah ada hak-hak konsumen yang diatur oleh undang-
undang. Kedua, kondis i  sosial  ekonomi konsumen pada umumnya adalah pada
strata masyarakat kelas bawah. Dengan status yang demikian, tentu t idak
memungkinkan bagi  mereka untuk mendapatkan bantuan hukum melalui
pengacara/advokat. Ketiga, adanya krit ik atas dunia peradilan formal yang
cenderung t idak efekt i f ,  sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui
pengadi lan t idak cocok, karena sangat formal,  lama, berbel i t -bel i t ,  dan mahal.
Oleh karena i tu,  dengan peradi lan formal yang demikian i tu t idak begi tu cocok
sebagai  media penyelesaian sengketa konsumen. oleh karena i tu,  yang
dibutuhkan dalam sengketa konsumen adalah media penyelesaian sengketa
yang cepat,  sederhana ( t idak formal)  dan murah.

uuPK membentuk suatu lembaga dalam hukum per l indungan konsumen, yai tu
Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BpsK).  pasal  49 ayat (1) uupK
disebutkan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa
konsumen di  Daerah Tingkat l l  untuk penyelesaian sengketa konsumen di  luar
pengadilan. Badan ini merupakan smoll cloim court yang melakukan
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persidangan dengan menghasi lkan keputusan sesuai  dengan asas peradi lan,

yai tu secara cepat,  sederhana dan dengan biaya murah.Dengan terbentuknya

lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat di lakukan secara

cepat,  mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui  BPSK

harus sudah diputus dalam tenggang waktu 2I  har i  ker ja dan t idak

dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian

perkara,13 Mudah karena prosedur administrat i f  dan proses pengambi lan

putusan yang sangat sederhana serta dapat di lakukan sendir i  o leh para pihak

tanpa diper lukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang

dibebankan sangat r ingan dan dapat di jangkau oleh konsumen.toKeberadaan

BPSK untuk mencapai  pemerataan keadi lan,  karena sengketa konsLmen jumlah

nominal  kerugian nominalnya keci l ,  sehingga t idak mungkin diajukan ke

pengadi lan karena biaya yang dikeluarkan t idak sebanding dengan besarnya

kerugian yang di tuntut  o leh konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui  smol l  c la im courtyang di lakukan oleh BPSK

berdasarkan 3 ( t iga) alasan yang fundamental ,  yai tu:  "1.  Kepent igan dar i  p ihak

penggugat (konsumen) t idak dapat diukur semata-mata dar i  n i la i  uang

kerugiannya; 2.  Keyakinan bahwa pintu keadi lan seharusnya terbuka bagi  s iapa

saja,  termasuk para konsumen keci l  dan miskin;  dan 3.  Untuk menjaga

integr i tas badan-badan peradi lan." ls

Menurut John Rawls,  keadi lan harus dipahami sebagai  fa i rness, dalam art i

bahwa t idak hanya mereka yang memil ik i  bakat dan kemampuan yang lebih

baik saja yang berhak menikmat i  berbagai  manfaat sosial  lebih banyak, tetapi

keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi  mereka yang kurang

beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam kai tannya dengan hal

tersebut,  berdasarkan pertanggungjawaban moral i tas,  maka kelebihan dar i

mereka yang beruntung harus di tempatkan pada bingkai  kepent ingan

l3Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,20A4,h.265.

to Yusuf Shofie dan Somi Awan, Sosok Peradilon Konsumen Mengungkap Berbogoi Persoolon
Mendosor Badon Penyelesaion Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen
lndonesia, 2004, h. 86-87 .

1s Sidharta,  Hukum Perl indungon Konsumen lndonesio,  Grasindo, Jakarta,  2006, h.  64.
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kelompok mereka yang kurang beruntung.t"  o leh.karenanya, agar ter jamin
suatu aturan main yang obyekt i f  maka keadi lan yang dapat di ter ima sebagar
fairness adalah pure procedural iustice, art inya keadilan sebagai fairness harus
berproses sekal igus terrefreksi  merarui  suatu prosedur yang adir  untuk
menjamin hasi l  yang adi l  pula.17

Penyelesaian sengketa konsumen melalui  BpsK pada pr insipnya diserahkan
kepada pi l ihan para pihak antara konsumen dan pelaku usaha yang
bersangkutan apakah akan diselesaikan melalui  konsi l iasi ,  mediasi  atau
arbi t rase. Penyelesaian sengketa konsumen in i  bukan merupakan proses
penyelesaian sengketa secara ber jenjang. Perbedaan antara konsi l iasi /mediasi
dan arbi t rase adalah:

1.  Pada konsi l iasi /mediasi ,  seorang konsir iator dan seorang mediator
merupakan pihak ket iga yang t idak memihak untuk membantu
menyelesaikan sengketa.  Sedangkan pada arbi t rase, arbi tor  d ip i l ih oleh
para pihak yang bersengketa ket ika adanya per janj ian arbi t rase para pihak.

2 '  Putusan arbi t rase adalah f inal  dan mengikat,  sedangan pada konsi l iasi /
mediasi  berdasarkan i t ikad baik para pihak yang bersengketa.

3.  Bentuk putusan arbi t rase merupakan putusan yang mempunyai  kekuatan
eksekutor ia l  untuk di laksanakan. sedangkan pada penyelesaian sengketa
melalui  konsi l iasi /mediasi ,  pelaksanaannya tergantung dar i  kehendak/
i t ikad baik para pihak untuk melaksanakan atau t idak melaksanakan
kesepakatan penyelesaian sengketa.

4 '  Pada arbi t rase, acara penyelesaian sengketa lebih formal,  ar t inya
berdasarkan ketentuan beracara yang telah di tentukan, sedangkan
konsi l iasi /mediasi  t idak formal.18

set iap permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BpsKdi lakukan oleh
Majel is yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BpsKdan dibantu oleh
Panitera.  Jumlah Majel is BpsK anggotanya harus ganj i l  dan pal ing sedik i t  3

" Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadila n',, Mukoddimah, vol.1.9, No.
1,2013, h.52.

tDto.

18 
susanti Adi Nugroho , Proses Penyelesaion Sengketa Konsumen (Ditinjou dori Hukum Acaro

Serto Kendala lmplementosinyo), Kencana, Jakarta, 200g, 259_260.
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(t iga) orang yang mewakil i  unsur

pelaku usaha yang salah satu

berpengetahuan di  b idang hukum.

pemerintah.

pemerintah, unsur konsumen dan unsur

anggotanya waj ib berpendidikan dan

Ketua Majel is BPSK di tetapkan dar i  unsur

Setelah konsumen dan pelaku usaha mencapai  kesepakatan untuk memil ih

salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dar i  3 ( t iga) cara yang ada di

BPSK, maka Majel is BPSK waj ib menangani dan menyelesaikan sengketa

konsumen menurut pi l ihan yang telah dipi l ih dan para pihak waj ib

mengikut inya.Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbi t rase

di lakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majel is BPSK yang bert indak

sebagai  Arbi ter .Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbi t rase,

para pihak memil ih arbi tor  dar i  anggota BPSKyang berasal  dar i  unsur pelaku

usaha dan konsumen sebagai  anggota Majel is.  Arbi tor  yang dipi l ih oleh para

pihak memil ih arbi tor  ket iga dar i  anggota BPSK yang berasal  dar i  unsur

Pemerintah sebagai  Ketua Majel is BPSK. Ketua BPSK t idak berwenang untuk

menentukan siapa yang akan menjadi  ketua majel is dan anggota majel is '  Yang

berwenang menentukan siapa yang duduk di  majel is adalah para pihak yang

bersengk6ta,  para pihak dapat memil ih arbi ter  yang mewaki l i  kepent ingannya'

Pelaku usaha yang t idak puas terhadap BPSK cenderung melanjutkan

perkaranya ke Pengadi lan,  bahkan apabi la per lu hingga ke Mahkamah Agung,

sehingga keberadaan BPSK sebagai lembaga small cloim court yang

menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat,  t idak formal dan biaya murah

t idak tercapai . le Proses beracara dengan menggunakan pr insip smal l  c la im

court  in i  sebenarnya merupakan pr insip yang di tu jukan untuk mengakomodasi

kepent ingan penggugat (konsumen),  mengingat karakter ist ik sengketa

konsumen umumnya berskala luas (mel ibatkan banyak orang),  meskipun

di l ihat  secara indiv idual  mungkin ni la i  perkaranya sangat keci l  tetapi  secara

komunal kerugian yang di t imbulkan sangat besar.20

t 'J. Widilantoro dan Al Wisnubroto, Efektivitas Badon Penyelesaian Sengketa Konsumen dolom

tJpoyo Pert indungan Konsumen, Fakultas Hukum Universi tas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, h

45.

tosidharta, Loc.ci t .
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Memang pada Pasal  2 PERMA No. 1 Tahun 2006 dikatakan bahwa keberatan

dapat diajukan terhadap putusan arbi t rase yang dikeluarkan oleh BPSK, kepada

pengadi lan neger i  d i  tempat kedudukan hukum konsumen tersebut atau di

wi layah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan bi la konsumen t idak

mempunyai  tempat kedudukan hukum di  Indonesia,  dengan syarat  harus

memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbi t rase sebagaimana diatur

dalam Pasal  70 UU ADR, yai tu:  1.  Surat  atau dokumen yang diajukan dalam

pemeriksaan, setelah putusan di jatuhkan diakui  palsu atau dinyatakan palsu;  2.

Setelah putusan arbi t rase BPSK diambi l ,  d i temukan dokumen yang bersi fat

menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan atau; 3.  Putusan

diambi l  dar i  hasi l  t ipu musl ihat  yang di lakukan oleh salah satu pihak dalam

pemeriksaan sengketa.

lst i lah "keberatan" lebih memberikan konotasi  kepada upaya hukum ket ika

adanya t indakan administrasi  atau putusan administrasi .  BPSK yang merupakan

orBan administrasi  t idak melakukan t indakan administrasi  ataupun

memberikan putusan administrasi ,  melainkan memberikan putusan perdata

atas sengketa konsumen melalui  cara penyelesaian arbi t rase. BPSK adalah

badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku

usaha dan konsumen.

Dengan demikian, ist i lah "keberatan" t idak dikenal  dalam hukum acara

perdata.  Apakah kemudian keberatan i tu dianalogikan dengan banding, maka

analogi  in i  bertentangan dengan ketentuan: 1.  Berdasarkan UU ADR, putusan

arbi t rase bersi fat  f inal  dan mengikat;  dan 2.  Berdasarkan UUPK, dalam BPSK

tidak ada upaya banding dan kasasi .

Persoalan yang la in apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara

gugatan atau permohonan dan per lu atau t idaknya BPSK turut  d igugat agar

dapat secara langsung didengar keterangannya.Dalam prakt ik,  sebagai  contoh,

Putusan Arbitrase BPSK Medan Nomor: 7/Pen/BPSK/ 2006lMdn. tanggal l  Juni

2006, antara Jhon Parlyn H.Sinaga melawan PT Exelcomindo Pratama Tbk, yang

kemudian oleh PT Exelcomindo Pratama Tbk diajukan keberatan ke Pengadi lan

Negeri  Medan. PT Exelcomindo Pratama Tbk sangat berkeberatan terhadap

pert imbangan hukum maupun terhadap putusan Majel is BPSK Medan dalam

perkara o quo, karena majel is BPSK Medan telah salah dalam menerapkan

hukum dan/atau menerapkan hukum t idak sebagaimana mest inya serta
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memutus perkara melebihi  dan atau melampui batas kewenangannya. Oleh

Pengadi lan Neger i  Medan telah diputuskan dengan putusan Pengadi lan Neger i

Medan No.206/PDT.G/2jOG| PT.Mdn. tanggal 02 Agustus 2005. Dengan

mencermat i  nomor putusan Pengadi lan Neger i  Medan, maka pengajuan

keberatan oleh PT Exelcomindo Pratama Tbk mengunakan acara gugatan. Oleh

pihak Jhon Parlyn H.Sinaga sempat diajukan Exceptio Processueel:

1. BahWa permOhonan keberatan Pemohon bersifat "vorm verzuim" , sebab

upaya hukum yang dikenal  terhadap putusan BPSK adalah upaya hukum

"keberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal  56 UUPK jo.  Pasal  41 ayat (3)

Keputusan Menter i  Per industr ian Dan Perdagangan R. l .

No.35O/MPPlKepl lz l  2001 jo.  PERMA Nomor l  Tahun 2006, sedangkan

upaya hukum yang diajukan Pemohon adalah upaya hukum "gugatan".

Dikatakan demikian, karena: Para pihaknya disebut Penggugat sebagai

"Penggugat"  dan "Tergugat" ,  sedangkan seharusnya disebut sebagai
'  "Pemohon" dan "Termohon" (analoog Peraturan Mahkamah Agung Rl

No.0l  Tahun 2005 tanggal  7 Apr i l  2005)21 ;

2.  "Pada halaman 1 al inea kedua surat  gugatannya Penggugat dengan tegas

memuat kal imat sebagai  ber ikut :  "Dengan in i  mengajukan gugatan

terhadap";

3.  "Demikian pula pada halaman terakhir  gugatannya, Penggugat

mengemukakan kal imat yang menunjukkan cir i  spesi f ik  dar i  satu gugatan

perdata umum, yai tu uraian kal imat yang berbunyi :  "Berdasarkan segala

uraian diatas,  Penggugat mohon.. . . .dst ."  dan kal imat "Mohon putusan yang

seadi l -adi lnya ex aequo et  bono" yang hanya dikenal  dalam struktur

fundamental  pet i tum gugatan perdata umum;

4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan

t idak dapat di ter ima;

Namun, pada sengketa yang la in,  yai tu antara PT Agung Automal l  melawan Ny.

Sr i  Ast i  Subast i ,  te lah diajukan keberatan ke Pengadi lan Neger i  Pekanbaru atas

putusan BPSK Kota Pekanbaru No. 10/Pts/BPSK/Xll/20II, tertanggal 13

' lperaturan Mahkamah Agung Rl No. 01 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan
peraturan Mahkamah Agung Rl No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum

Keberatan terhadap Penetapan Hasi l  Pi lkada dan Pi lwakada dar i  KPUD Propinsi  dan KPUD

Kabupaten/Kota.
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Desember z9tt. Kemudian keberatan tersebut terafr diputus dengan putusan
Pengadilan Negeri pekanbaru No. 1g8/pdt/ARB-BpsK /zotL/pN.pBR. tanggal 26
Januar i  20tz yang amarnya sebagai  ber ikut  antara la in:  , , ! .  Menolak
permohonan keberatan dar i  pemohon Keberatan |  (pr .  Agung Automal l ) ; , , .
Dengan demikian, pengajuan keberatan dalam sengketa konsumen pada kasus
ini  menggunakan acara permohonan.

Dengan demikian, pada prakt ik peradi lan masih ada keragu-raguan mengenal
pengajuan upaya keberatan in i ,  yai tu ada yang menggunakan acara gugatan
dan ada yang menggunakan acara permohonan.

sengketa konsumen t imbul karena adanya pelanggaran hak konsumen atau
adanya pelanggaran atas larangan- larangan bagi  pelaku usaha. Dengan
demikian, kalau.,  ada suatu kerugian pada dir i  konsumen, maka diajukan
tuntutan hak. Dengan demikian, ada tanggung gugat pada dir i  pelaku usaha.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat (t iobit i ty/
oansprakelej ikeheid\ merupakan bentuk spesif ik dari tanggung jawab.
Pengert ian tanggung gugat merujuk pada posis i  seseorang atau badan hukum
yang dipandang harus membayar sesuatu bentuk kompensasi  atau gant i  rugi
setelah adanya per ist iwa hukum atau t indakan hukum. Misalnya, seseoraRg
atau badan hukum lain karena melakukan perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige doadl sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan
hukum lain tersebut.  ls t i lah tanggung gugat in i  berada dalam ruang l ingkup
hukum pr ivat .22 Persoalan tanggung gugat merupakan salah satu persoalan
yang pent ing dalam penyelesaian sengketa.  Hal  in i  berkai tan dengan
mekanisme penyelesaian sengketa maupun bentuk tanggung jawab yang harus
dipikul  o leh salah satu pihak sebagai  akibat dar i  perbuatannya yang merugikan
pihak la in.

Dalam hukum acara perdata,  ada 2 (dua) macam tuntutan hak, yai tu: , , tuntutan
hak yang mengandung sengketa,  yang disebut dengan gugatan, di  mana
terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak dan tuntutan hak yang t idak

" Peter Mahmud Marzuki, pengantor llmu Hukum,Kencana, Jakarta, 200g, h. 25g
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mengandung sengketa,  yang disebut permohonan, di  mana hanya terdapat

satu pihak saja."23

Oleh karena i tu,  peradi lan perdata dibedakan menjadi  peradi lan volunter dan

peradi lan content ieus.  Tuntutan hak yang merupakan permohonan dinamakan

peradi lan volunter,  sedangan tuntutan hak dengan menggunakan gugatan

(mengandung sengketa) disebut peradi lan content ieus.2a Berdasarkan pr insip-

pr insip hukum2s tersebut,  maka pengajuan keberatan kepada pengadi lan

neger i  atas putusan arbi t rase BPSK t idak dapat menggunakan acara

permohonan, karena pengajuan keberatan i tu mel ibatkan 2 (dua) pihak yang

bersengketa,  yai tu konsumen dan pelaku usaha. sebal iknya, kalau

menggunakan acara gugatan, maka posis i  pengadi lan neger i  sebagai  peradi lan

yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen pada t ingkat pertama,

padahal  sengketa konsumen i tu te lah diputus dengan menggunakan cara

arbi t rase oleh BPSK.

Lon L. Fuller membedakan antara "morality of duty" dan "morolity of ospira'

t ion".  Dengan demikian, menurut Ful ler ,  hukum memil ik i  ar t i  ganda, yai tu ke

luar hukum adalah suatu kewaj iban, sedangkan ke dalam, hukum i tu adalah

,,peker jaan mencipta".  Menurut Ful ler ,  untuk mengukur dan memberikan

kual i f ikasi terhadap hukum sebagai  s istem hukum harus mengandung moral i tas

tertentu, di letakkan pada'eight negative criterio'sebagai 'principles ol

legality' ,yaitu:26

1. Iows should be generol.

,, Sudikno Mertokusum o, Hukum Acaro Perdata tndonesio, Edisi Ke 7, Liberty, Yogyakarta,

2006, h.  3.

totbid. ,  h.  q.

t tyohanes Sogar Simamora mengemukakan bahwa pr insip-pr insip hukum diper lukan sebagai

dasar dalam pembentukan aturan hukum dan sekal igus sebagai  dasar dalam memecahkan

persoalan hukum yang t imbul mana kala aturan hukum yang tersedia t idak memadai.  Yohanes

Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalom Pengadaan Borang Dan Joso Oleh Pemerintoh,

Disertasi ,  Program Pascasar jana, Universi tas Air langga surabaya, 2005. h.22.

t6Lon L. Fuller, Ihe Morality of Low, Yale University Press, New Haven Conn., 1971, h 39-91
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Harus ada aturan-aturan sebagai  pedoman dalam pembuatan keputusan
sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan_
aturan ini meniadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritat i f
t idak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebi jakan yang bebas,
melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum yang ber laku untuk
umum.

2. they should be promulgated, that citizens might know the standards to
which they are being hetd.

set iap aturan-aturan yang menjadi  pedoman bagi  otor i tas t idak boleh
dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publ ikasi) .  persyaratan bahwa
hukum harus dipromulgasi  (d ipubl ikasikan) karena orang t idak akan
mematuhi  hukum yang t idak diketahui  o leh pihak yang menjadi  sasaran
penerapan hukum (norm adressootl.

3. retrooctive rule-moking ond opprication should be minimized.

Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi  pedoman bagi  kegiatan di  masa
mendatang sehingga hukum diminimal isasi  ber laku surur.

4. laws should be understondable.

Hukum harus dibuat agar dapat dimengert i  o leh rakyat.

5. free of contradiction.

Aturan-atur in t idak boleh bertentangan satu sama la in baik secara vert ikal
maupun hor izontal .

6. laws should not require conduct beyond the abilities of those effected.

Aturan-aturan t idak boleh mensyaratkan per i laku atau perbuatan di  luar
kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, art inya hukum t idak
boleh memerintahkan sesuatu yang t idak mungkin di lakukan.

7. they should remain relotively constant through time.

Hukum t idak boleh diubah sewaktu-waktu,  sehingga hukum harus tegas.

8' they should be a congruence between the laws as onnounced and their
a ctu a I o d m i n ist rati o n.
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Hukum harus ada konsistensi  antara aturan-aturan sebagaimana yang

diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

Moral i tas ter tentu yang dapat memungkinkan ter jadinya hukum, disebutnya

sebagai " internol morali ty" hukum. Disebutnya sebagai " internol", sebab yang

tersirat  daf  am konsep hukum, dan sebagat "morol i ty" ,  sebab yang menetapkan

standar untuk meni la i  t indakan pejabat.  Delapan pr insip tersdbut,  d iper lukan

sebagai  kondis i  dalam melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan

perundang-undangan dalam membuat peraturan perundang-undangan ( /ow

moking process).

pr insip yang dikembangkan oleh UUPK untuk penyelesaian sengketa konsumen

di luar pengadi lan dengan memil ih cara arbi t rase sebenarnya harus mengacu

pada karakter ist ik penyelesaian sengketa arbi t rase yang dikembangkan oleh

UU ADR. Hal  in i  d isebabkan dengan karakater ist ik sengketa konsumen, maka

penyelesaian sengketa konsumen secara cepat,  sederhana, t idak formal dan

biaya murah, serta menghasi lkan putusan yang bersi fat  f inal  dan mengikat '

Pr insip hukum merupakan meta norma yang dapat di jadikan landasan

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, art inya pr insip hukum

dapat di jadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada ja lur  yang

benar (on the right trock). Oleh karena itu, prinsip arbitrase seharusnya diacu

oleh UUPK ket ika merumuskan adanya penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadi lan dengan cara arbi t rase. Seharusnya, t idak boleh ter jadi

peraturan yang sal ing kontradiksi  secara hor izontal  sebagai  persyaratan moral

dalam pembentukan peraturan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh

Fu l ler .

Penutup

pengaturan hukum acara yang diatur oleh UUPK untuk menyelesaikan sengketa

konsumen masih ter jadi  t idak adanya sinkronisasi  hukum2T atau adanya

kontradiksi secara horizontal.

'TSinkronisasi  adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan

yang terkai t  dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun

yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi  peraturan bertujuan untuk mel ihat

adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisast
o/
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Pemil ihan arbi t rase dalam penyelesaian sengketa melalui  BpsK, menjadikan
BPSK menjadi  suatu lembaga arbi t rase dan untuk i tu harus memperhat ikan
ketentuan arbi t rase nasional .  Mengenai cara penyelesaian arbi t rase oleh BpSK,
seyogyanya menggunakan asas hukum Lex special is derogot tegi
g e n e ra I i ,28 seh ingga U U ADR ya ng semestinya d i  berla ku kan.

di lakukan baik secara vert ikal  dengan peraturan di  atasnya maupun secara hor izontal  dengan
peraturan yang setara.

"Dalam menghadapi konf l ik  antar norma hukum (ant inomi hukum), maka ber lakulah asas-asas
penyelesaian konf l ik  (asas preferensi) ,  yai tu:
1"' Lex superiori dqrogot legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2.  Lex special is derogot legi  general l ,  yai tu peraturan yang khusus akan melumpuhkan

peraturan yang umum si fatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau

melumpuhkan peraturan yang lama.
Lihat Phi l ipus M. Hadjon dan Tat iek Sr i  Djatmiat i ,  Argumentasi  Hukum, Gajah Mada universi ty
Press, Yogyakarta, 2008, h. 31.
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